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Abstrak
 

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

(RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika

yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang

tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun

2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh

aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam

RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa

instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan

masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN

P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik

network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance

dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan

teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan

network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga

menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh

aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas

sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi,

secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

<hr>

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking

(RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In

2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the

government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN

P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community.

However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the

results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached

50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the

problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the

characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the

effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a

qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature

study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor,
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interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition,

the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the

RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the

form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors

and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this

RAN P4GN.


